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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 63

TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS|, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu
ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komis Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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Mengingat

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah diterbitkan Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komis Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b
serta dengan memperhatikan perkembangan keadaan,
dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2009 tersebut;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komis
Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 63 tentang Tata Kerja
Komis Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum
Proving, dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/K ota,
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
daam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4865);

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelengara Pemilihan Umum;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komis Pemilihan Umum,
Komis Pemilihan Umum Proving, dan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komis Pemilihan
Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
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